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Materi Bahasan 

n  Trias Politica. 
n  Definisi Eksekutif. 
n  Peran Utama Eksekutif. 
n  Fungsi Eksekutif sebagai Kepala Negara. 
n  Eksekutif dsebagai Kepala Pemerintahan 

dalam Sistem Presidensial dan Parlementer. 
n  Fungsi Eksekutif sebagai Kepala 

Pemerintahan. 



Definisi Eksekutif 

n  Bagian dari Trias Politica. 
n  Kekuasaan negara yang menjalankan serta 

membuat UU atau kebijakan. 
n  Core of Government, pusat atau inti 

pemerintahan. Pemerintahan adalah 
organisasi atau wadah dari orang-orang 
atau institusi atau lembaga yang 
menjalankan dan merumuskan kebijakan. 



Dua Peran Utama 

n  Chief of State atau Kepala Negara. Pejabat yang 
berkedudukan sebagai kepala pemerintahan 
formal dan juru bicara pemerintahan. Berfungsi 
menjalankan peran-peran yang bersifat 
seremonial. 

n  Head of Government atau Kepala Pemerintahan. 
Memimpin dan mengawasi pejabat-pejabat dan 
agen-agen pemerintahan (birokrasi). Berfungsi 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pemerintahan. 



Fungsi Kepala Negara 

n  Simbol. 
n  Seremonial. 
n  Reigning atau pemegang mandat. 



Tipe Utama Eksekutif sebagai Kepala 
Negara 
n  Monarki keturunan. Contoh: Arab Saudi, Belgia, 

Inggris, dan Jepang. 
n  “Monarki” yang dipilih (presiden sebagai simbol). 

Contoh: Austria, India, dan Italia. 
n  Kepala Pemerintahan atau Presiden. Contoh: 

Amerika Serikat dan Indonesia. 
n  Collegial Executive. Contoh: Swiss. Tujuh anggota 

federal council, rotasi satu orang sebagai presiden 
(satu tahun). Anggota federal council dipilih tiap 
empat tahun. Contoh lainnya: Uruguay sebelum 
1967. Sembilan anggota (enam anggota dari partai 
politik mayoritas, tiga anggota dari partai politik 
mayoritas terbesar). Anggota per empat tahun. 



Eksekutif sebagai Kepala Pemerintahan: 
Sistem Presidensial 
n  Dipimpin oleh presiden. 
n  Bertanggung jawab kepada presiden. 
n  Adanya kepastian waktu memegang 

jabatan. 
n  Pemisahan jabatan. 
n  Check and balances.  



Eksekutif sebagai Kepala Pemerintahan: 
Sistem Parlementer 
n  Dipimpin oleh Perdana Menteri. 
n  Bertanggung jawab kepada parlemen. 
n  Ketidakpastian waktu memegang jabatan. 
n  Fusi jabatan. 
n  Supremasi parlemen. 



Fungsi Eksekutif sebagai Kepala 
Pemerintahan 
n  Presiden sebagai kepala eksekutif (birokrasi). 
n  Presiden sebagai kepala diplomatik. 
n  Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan 

bersenjata. 
n  Presiden yang mengambil keputusan kekuasaan di 

masa-masa darurat. 
n  Presiden sebagai ketua partai politik, seperti di 

Amerika Serikat. 
n  Presiden sebagai kepala legislatif atau chief 

legislator, seperti di Amerika Serikat. 



Profil Cecep Hidayat  

n  Lahir	
  pada	
  25	
  April	
  1978,	
  merupakan	
  pengajar	
  tetap	
  pada	
  Departemen	
  Ilmu	
  Poli>k	
  
FISIP	
  UI	
  (Fakultas	
  Ilmu	
  Sosial	
  dan	
  Ilmu	
  Poli>k	
  Universitas	
  Indonesia).	
  Sebelum	
  
bergabung	
  dengan	
  UI,	
  Cecep	
  telah	
  melakukan	
  berbagai	
  riset	
  terkait	
  poli>k	
  di	
  
Indonesia,	
  dan	
  juga	
  poli>k	
  di	
  negara-­‐negara	
  Asia	
  Tenggara.	
  Hal	
  ini	
  dilakukannya	
  
sampai	
  dengan	
  sekarang.	
  

n  Selain	
  mengajar	
  dan	
  melakukan	
  riset,	
  Cecep	
  juga	
  pernah	
  menjadi	
  Sekretaris	
  
Departemen	
  dan	
  Ketua	
  Program	
  Studi	
  Ilmu	
  Poli>k	
  Jenjang	
  Sarjana	
  Reguler	
  
Departemen	
  Ilmu	
  Poli>k	
  FISIP	
  UI.	
  Sekarang	
  Cecep	
  menjadi	
  Dosen	
  dan	
  juga	
  Periset	
  
UI.	
  Selain	
  itu	
  Cecep	
  juga	
  ak>f	
  sebagai	
  pembicara	
  dalam	
  berbagai	
  seminar	
  berskala	
  
nasional	
  dan	
  internasional.	
  

n  Cecep	
  Hidayat	
  menamatkan	
  jenjang	
  Sarjana	
  Ilmu	
  Poli>k	
  dari	
  FISIP	
  UI,	
  dan	
  gelar	
  
dual	
  magister	
  dalam	
  Integrasi	
  Regional	
  (IMRI/Interna>onal	
  Masters	
  in	
  Regional	
  
Integra>on)	
  dari	
  the	
  Asia-­‐Europe	
  Ins1tute,	
  Universi1	
  Malaya,	
  Kuala	
  Lumpur,	
  
Malaysia	
  dan	
  Centro	
  Internacional	
  Carlos	
  V,	
  Universidad	
  Autonoma	
  de	
  Madrid,	
  
Spanyol.	
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